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	No
	Sasaran
	Program dan Kegiatan
	Pelaksanaan Kegiatan
	Hasil Yang diharapkan

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	

	

	A.
	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

	Program :
Penataan Organisasi
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kegiatan :
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah;
	
	
	
	
	
	Kajian kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah.

	
	
	2. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Penataan kelembagaan Perangkat Daerah;
	
	
	
	
	
	PERDA tentang SOTK yang sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah.

	
	
	4. Evaluasi kelembagaan UPT.
	
	
	
	
	
	Kajian kelembagaan UPT sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah.

	
	
	5. Penataan kelembagaan UPT.
	
	
	
	
	
	Perbup tentang UPT yang sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah.

	
	
	6. Monitoring dan evaluasi secara berkala efektivitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah, dan UPT;
	
	
	
	
	
	Menekan dan meminimalisir tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar SKPD Kabupaten Kudus.

	
	
	7. Pemantauan dan fasilitasi pembentukan perangkat daerah 
	
	
	
	
	
	Terciptanya sinergitas kelembagaan antara SKPD
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	B.
	Terwujudnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
	Program :
Penataan Ketatalaksanaan

	
	
	Kegiatan :
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Penyusunan pola hubungan kerja SKPD
	
	
	
	
	
	Peraturan Bupati tentang  Pola Hubungan Kerja.

	
	
	2. Penyusunan Kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas.
	
	
	
	
	
	Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

	
	
	3. Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Kantor
	
	
	
	
	
	Peraturan Bupati tentang Standar Penggunaan Sarana Prasarana Kantor 

	
	
	4. Penyusunan Kebijakan pola hidup sederhana PNS di lingk. Pemerintah Kab. Kudus.
	
	
	
	
	
	Peraturan Bupati Pola Hidup Sederhana.

	
	
	5. Penyusunan Pedoman  Tata Naskah Dinas Elektronik.
	
	
	
	
	
	Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik

	
	
	6. Standar protokoler dan Tata Upacara Bendera.
	
	
	
	
	
	Peraturan Bupati tentang Portokoler dan Tata Cara Upacara

	
	
	7. Standar Tatalaksana Keamanan Gedung dan Kantor.
	
	
	
	
	
	Peraturan Bupati tentang Standar Tatalaksana Keamanan Gedung dan Kantor

	
	
	8. Penyusunan Pedoman Pakaian Dinas
	
	
	
	
	
	Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas 

	
	
	9. Pengaturan Kewenangan Plt, Plh,  Ymt, delegasi dan mandat.
	
	
	
	
	
	Peraturan Bupati  tentang Kewenangan Plt, Plh, Ymt, delegasi dan mandat

	C.
	Terwujudnya SDM Aparatur  yg profesional, dgn karakteristik, adaptif, berin-tegritas, berkinerja tinggi, bebas & bersih KKN, netral,berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik.
	Program :
1. Peningkatan Kapasitas SD Aparatur
2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

	
	
	Kegiatan :

	
	
	1. Penyusunan Pedoman Standar Kompetensi Jabatan
	
	
	
	
	
	Kejelasan persyaratan setiap jabatan personil dalam jabatan sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.

	

	
	2. Penyusunan Formasi Pegawai Daerah
	
	
	
	
	
	Formasi PNS Kabupaten Kudus  sesuai yang ditetapkan oleh kepala BKN. Sebagai dasar penyusunan formasi PNSD ke Kementerian PAN dan RB.
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	3. Penilaian (Assesment) Kompetensi pegawai
	
	
	
	
	
	Penilaian kompetensi pegawai.

	
	
	4. Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat
	
	
	
	
	
	· Kejelasan macam dan jenis Diklat yang dibutuhkan oleh Setiap Unit Kerja.
· Penyelenggaraan Diklat yang sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yg ditentukan.

	
	
	5. Penyusunan sistem tunjangan kerja Pegawai 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6. Penyusunan Pola Karir Pegawai
	
	
	
	
	
	Penempatan PNS sesuai dengan kompetensi

	
	
	7. Peningkatan Disiplin PNS 
	
	
	
	
	
	Berkurangnya pelanggaran terhadap disiplin PNS

	
	
	8. Pembangunan aplikasi penilaian kinerja jabatan struktural
	
	
	
	
	
	Informasi hasil pelaksanaan pekerjaan jabatan struktural sesuai rencana kerja staf yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk pembinaan karir dan pengembangan kompetensi PNS

	
	
	9. Pembangunan aplikasi penilaian kinerja jabatan fungsional umum 
	
	
	
	
	
	Penempatan PNS sesuai dengan kompetensi, keahlian, penilaian kinerja dan analisa penempatan.

	
	
	10. Penyusunan data base  kinerja
	
	
	
	
	
	Terintegrasinya simpeg seluruh SKPD yang terukur kinerjanya.

	
	
	11. Pemasangan aplikasi simpeg online
	
	
	
	
	
	Data kepegawaian yang unified

	
	
	12. Update data base masing-masing unit kerja
	
	
	
	
	
	Perkembangan data kepegawaian selalu up to date dan terekam secara elektronik

	
	
	13. Pembangunan portal kepegawaian
	
	
	
	
	
	Informasi pelaksanaan layanan kepegawaian, aturan kepegawaian baru dan permasalahan layanan kepegawaian.

	
	
	14. Pengembangan dan evaluasi aplikasi portal kepegawaian
	
	
	
	
	
	Penyajian informasi kepegawaian yang mengikuti perkembangan teknologi, peraturan kepegawaian dan keinginan publik akan kebutuhan data kepegawaian.

	
	
	15. Penyusunan buku elektronik modul pelayanan.
	
	
	
	
	
	Informasi layanan dan syarat ketentuan layanan kepegawaian kepada PNS.
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	16. Penyusunan dokumen elektronik kepegawaian
	
	
	
	
	
	Tersedianya dokumen elektronik kepegawaian yang dapat digunakan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah maupun PNS yang ber-sangkutan untuk kepentingan karir

	
	
	17. Penyusunan buku elektronik standar kinerja pegawai
	
	
	
	
	
	Informasi stándar kinerja layanan di bidang kepegawaian

	
	
	18. Pembangunan aplikasi gaji based online
	
	
	
	
	
	Tersedianya informasi gaji PNS secara online untuk kepentingan satuan kerja maupun pejabat pembina kepegawaian dalam kebijakan keuangan daerah

	
	
	19. Penyusunan buku informasi layanan publik.
	
	
	
	
	
	Informasi kepada masyarakat tentang kebijakan kepegawaian, layanan kepegawaian di Daerah.


	
D.
	Meningkatnya sistem peng-awasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah,meningkatnya profesiona-lisme te-naga pemeriksa dan aparatur pengawasan serta meningkatnya kualitas pelayanan adminis-trasi perkantoran sarana dan prasarana pemerintah/ aparatur.
	Program :
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah.

	
	
	Kegiatan :

	
	
	1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
	
	
	
	
	
	Menurunnya tingkat penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kudus.

	
	
	2. Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemda
	
	
	
	
	
	Menurunnya angka kasus dan penyalahgunaan wewenang.

	
	
	3. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
	
	
	
	
	
	TLHP dapat ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

	
	
	4. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (Larwasda, Evaluasi LAKIP, Evaluasi Pelayanan Publik dan Reviu Laporan Keuangan Daerah).
	
	
	
	
	
	Meningkatnya kinerja instansi pemerintahan dan pelayanan publik.
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	Program :
Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan.

	
	
	Kegiatan :

	
	
	Penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan (LP2P, PMPRB, SOP).
	
	
	
	
	
	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah.

	
	
	Program :
Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

	
	
	Kegiatan :

	
	
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (PKS dan pengiriman peserta diklat JFA serta pengusulan penambahan pegawai fungsional khusus).
	
	
	
	
	
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas auditor Pemerintah Kabupaten Kudus.

	
	
	Program :
Peningkatan sumber daya aparatur

	
	
	Kegiatan :

	
	
	Pendidikan dan pelatihan formal
	
	
	
	
	
	Terwujudnya aparat pemeriksa yang profesional, kompeten dan akuntabel.


	

	
	Program :
Penataan Sarana dan Prasarana.

	
	
	Kegiatan :

	
	
	Pelaksanaan, Pengadaan dan Pemeliharaan
	
	
	
	
	
	Tersedianya sarana dan prasarana memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan 

	
	
	Program :
Penataan Sistem Manajemen Administrasi Perkantoran

	
	
	Kegiatan :

	
	
	Pelayanan administrasi Kantor
	
	
	
	
	
	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
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	E.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,mening-katnya pemahaman dan komitmen aparatur dalam implemetasi SAKIP pada pelaksanaan tugas dan fung-sinya terwujudnya data kinerja SKPD dan Pemerintah daerah secara sinergis, akurat dan lengkap.
	Program :
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kegiatan :
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Bimbingan Teknis mengenai Implementasi SAKIP dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
	
	
	
	
	
	Terdesiminasikannya pengetahuan dan pengalaman pelaksanaan SAKIP dalam pemerintahan dan pembangunan di setiap SKPD.

	
	
	2. Rakornis implementasi SAKIP Pemerintah Kab Kudus
	
	
	
	
	
	Kesamaan persepsi, komitmen dan konsistensi implementasi SAKIP dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kudus.

	
	
	3. Sinkronisasi IKU SKPD dengan IKU Pemerintah Kabupaten Kudus.
	
	
	
	
	
	Sinkronisasi data kinerja antara SKPD dengan data kinerja Pemerintah daerah.

	
F.
	Meningkatnya pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat dan Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan.

	Program :
Peningkatan Pelayanan publik 
	
	
	
	

	
	
	Kegiatan :
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik
	
	
	
	
	
	Unit yang Pelayanan Publik dapat memberikan Pelayanan prima sesuai dengan harapan masyarakat

	
	
	2. Penerapan Standarisasi Pelayanan Internasional
	
	
	
	
	
	Sistem manajemen Unit Pelayanan Publik berstandar international

	
	
	3. Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP)
	
	
	
	
	
	Pekerjaan terarah dan transparan baik biaya maupun waktu

	
	
	4. Penilaian Citra Pelayanan Prima
	
	
	
	
	
	Meningkatkan Pelayanan Publik pada UPP

	
	
	5. Penilaian Citra Bhakti Abdi Negara
	
	
	
	
	
	Meningkatkan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah

	
	
	6. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
	
	
	
	
	
	Meningkatkan Pelayanan Publik pada UPP
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G.
	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah, kepastian hukum, penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM yang ditandai dengan menurunnya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya upaya perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat yang tidak mampu.

	Program :
Peningkatan Perwujudan Kepastian Hukum dan Penegakan HAM

	


	
	Kegiatan  :

	
	
	1.	Penyusunan SOP Sinkronisasi dan harmonisasi Produk Hukum Daerah 
	
	
	
	
	
	a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum Daerah.
b. terciptanya Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
c. 

	

	
	2.	Penyusunan SOP JDI  Hukum
	
	
	
	
	
	Meningkatnya pelayanan JDI Hukum kepada masyarakat


	




	
	3.	Penanganan kasus/pengaduan di Lingkungan Pemda.
	
	
	
	
	
	Terselesaikannya kasus/pengaduan di Lingkungan Pemda


	
	
	4.	Pemantauan pelaksanaan RANHAM di Kabupaten 
	
	
	
	
	
	Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Masyarakat
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	H.
	Terciptanya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur Pemda daerah menjadi budaya yang me-ngembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada outcome(hasil) diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pe-layanan yang prima kepada masyarakat
	Program :
Pengembangan Budaya Kerja Aparatur

	
	
	Kegiatan :

	
	
	1.	Sosialisasi pengembangan budaya kerja 
	
	
	
	
	
	Meningkatnya komitmen aparatur dalam menerapkan budaya kerja

	
	
	2.	Menerbitkan kebijakan penerapan pengembangan budaya kerja
	
	
	
	
	
	Peraturan Bupati  tentang Pengembangan Budaya Kerja yang lebih implementatif

	
	
	3.	Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur penggerak budaya kerja
	
	
	
	
	
	Meningkatnya kompetensi  aparatur penggerak budaya kerja

	
	
	4.	Pembentukan kelompok budaya kerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah
	
	
	
	
	
	Kelompok budaya kerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dapat  meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya kerja
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